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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Wawancara  

Program TORA di Kabupaten Luwu 

 

Topik Utama Wawancara Mendalam: 

1. Siapa aktor yang terlibat? 

2. Jabatan aktor dalam struktur program TORA? 

3. Bagaimana model aktifitas yang dikerjakan oleh aktor TORA? 

4. Berapa data target luasan program TORA di Kabupaten Luwu? 

5. Apa saja Informasi yang diberikan oleh tiap aktor dalam program TORA? 

6. Bagaimana hubungan aktor terhadap aktor yang lain dalam Program 

TORA? 

 

Kuisioner Skoring Aktor: 

 

No. Peran/Aktivitas Skor 

1. Aktor tersebut dapat membuat keputusan/mengambil keputusan 

dalam setiap aktivitas TORA 

1 

2. Aktor tersebut memberikan sumbangsi 

bahan/informasi/Rekomendasi kepada aktor lain 

1 

3. Aktor Terlibat dalam Kegiatan lapangan/Teknis TORA 1 

4. Aktor Dapat Menginisiasi Sebuah Pertemuan/Sosialisasi/Rapat 1 

5. Aktor Hanya diundang dalam Setiap Pertemuan TORA 1 
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Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian   

 

 
Wawancara denga orang teknis dari BPKH 

 
 

 
FGD dan Sidang PPL 
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Wawancara dengan Orang Teknis Dinas PU Kabupaten Luwu 

 
 

 
Wawancara dengan Kepala Desa 
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Wawancara dengan Bupati Kabupaten Luwu 


